KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PONTIANAK

NOMOR 7% /DISPERPUSIP/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
DAN PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan publik, keterbukaan informasi,
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik
serta  optimalisasi  pengelolaan  pengaduan
masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Pontianak;

. bahwa untuk menjamin pengelolaan pengaduan

masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat,
tepat, tertib terkoordinasi dan bertanggungjawab,
perlu menetapkan pejabat penghubung layanan
pengaduan publik dan pengelola pengaduan publik
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Pontianak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
Penunjukan  Pejabat  Penghubung Layanan
Pengaduan Publik dan Pengelola Pengaduan
Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Pontianak, tentang;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai
Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756};



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 37);

7. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor
5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2022 (Berita
Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Penunjukan Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan
Publik dan Pengelola Pengaduan Publik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
Tugas Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Publik
adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan;

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala
Organisasi  Penyelenggara/Satuan Kerja  untuk
ditindaklanjuti;

2. Berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang
diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;

3. menjawab Pengaduan pada Organisasi
Penyelenggara/Satuan Kerja; dan

4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan
kepada kepala Organisasi Penyelenggara/Satuan
Kerja.



b. Sebagai Pengelola Pengaduan Publik/Operator Pengaduan

Publik;

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan
oleh pengelola LAPOR-SP4N di level Nasional untuk
ditindaklanjuti;

2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan
pada Organisasi Penyelenggara/Satuan Kerja atau
pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan
kategori pengaduan;

3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan
penyelesaian pengaduan dalam lingkungan
Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;

4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara
berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang
diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian
terhadap pengaduan; dan

5. menyalurkan  pengaduan  kepada  koordinator
pengelolaan pengaduan Nasional, LAPOR!-SP4N,
untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan
yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2026




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
DAN PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
PONTIANAK

No

Nama/NIP Jabatan Jabatan Dalam TIM

Pr K Pej Pengh
Rahmat Isya, S.Kom ABALE. SOMpITEr ejabat  Penghubung

' | NIP.10670719 198903 1 013 Anli Muda Layaman Fengaduan
Publik

- Penelaah Teknis Pengelola Pengaduan

5 Nardi Lili Subowo, S.Sos Kebijalan Publik atau Operator

NIP.19750202 200212 1 011

Pengaduan Publik




PROSEDUR TATACARA PELAYANAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT/PUBLIK

PENERIMAAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH TIM PENGADUAN

MASYARAKAT.

1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan,
tulisan, e-mail, telepon, faksimile, sms dii

2. Memberi tanda terima untuk pelapor terhadap laporan yang diantar
langsung

3. Mencatat dalam buku register pengaduan

4. Meneruskan pengaduan kepada Anggota Tim untuk dikaji/ditindaklanjuti

5. Bila pengaduan tidak bisa ditindaklanjuti pada tingkat anggota,
pengaduan diteruskan kepada ketua / penanggungjawab.

6. Hasil terhadap pengaduan vyang disampaikan kepada ketua /
penanggungjawab diserahkan lagi kepada masyarakat.



